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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : NSM/MIS I 7L38 I 2OL7

Diberikan kepada:

Nama [Vladrasah

Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kota/Kota
Provinsi
Penyelenggara [/ad rasah
Akte Notaris Penyelenggara

Pengesahan Akte Notaris
Tanggal Pendirian

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSlVl):

:Al-Hilaliyah
:Jl. Ps. lng Kenayan Rt. 09 Rw. 03 No. 123
: Karang Anyar
: Gandus
: Palembang
: Sumatera Selatan
: Yayasan Alhijriyah
: Etta Margareta, S.H., [Vl.Kn., Nomor 587, Tanggal24

Oktober 2016
: AHU-0042327 .AH.01 .O4.Tahun 201 6
:2009
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Palembang, 03 November 20t7

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK NDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINS}dU SELATAN
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KEPUTUSAN MENTERI AQAMA REPUBLIK INDONESIA
NomoR\1.\rnnuru zorr

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HILALIYAH PALEMBANG

DENGAN RAHI\IIAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

Mengingat

b

d

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat
melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan
madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;
bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin
pendirian/ operasional mad rasah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang pemberian lzin pendirian Madrasah
lbtidaiyah Al-Hilaliyah palembang;

Undang-Undang Nomar Z0 Tahun 2009 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nomcr ?8, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4301);
Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 200s tentang lndanesia
Tahun 2005 Namor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun zaffi tentang perubalian
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomcr 1g rahun zoos tentang
standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RepuHiI
lndonesia Tahun 201s Nomor 45, Tambahan Lembaran f.iegara
Republik lndonesia Nomor 5670),
Peraturan Pemerintah Nomor 4g rahun 2009 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesil
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Leribaran Negara Republik
lndonesia Nomor aS64;
Peraturan 

'Femerintah 
Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Negara *epublik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran hiegara
,Republik lndonesia Nomor s1s0) sebagaimana telah di;bah
'dengan Peraturan. PemFrintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas PeratuFan pemerintah Nomor 1z rahun 2s10
tentang Pehgeblarl4 8an penyelenggaraan pendidikan
llembaran Negara Repubtik lndonesia Tiliun 2010 Nomar 112,
Tambahan tembaran 

\e-gara 
Republik lndonesia Nomor 51s7);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun z0g7
standar sarana dan Prasarana untuk sekolah Dasar lMadrasah
Ibtidaiyah, sekolah Menengah pertamall/tadrasah, dan sekolah

- Menengah AtaslMadrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 201s

tentang standar Pelayanan Minimal pendidikan di KabupatenlKota
sebagaimana telah diubah menjadi peraturan Menteri pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomir 1s rahun 2010
tentang standar Pelayanan Minimal pendidikan di Kabupatenl
Kota;

7- Peraturan Menteri Agama Nomor g0 Tahun 2019 tentang
Penyelengga.ran Pendidikan Madrasah'(Berita Negara Republif,
lndonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

8. Keputusan Direktur Jenderarpendidikan lslam Nomor l3gsrahun
?q14. tentang Petunjuk reknis pendirian Madrasah yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9- Keputusan Direktur Jenderal pendidikan lslam Nomor sgg5 Tahun
2015 tentang Petunjuk reknis perpanjangan lzin pendirian
Madrasah, Penerbitan surat Keputusan pengganti lzin pendirian
Madrasah Karena Hilang, dan penerbitan surat Keterangan
Kerusakan Dokumen lzin pendirian l\ltadrasah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
PEN D I RIAN/O P ERAS IONAL MAD RA$AH I BTI DAIYAH AL-
HILALIYAH PALEMBANG.
lvlemberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum ilalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DiKum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan k6tentuan perlturan
perundang-undangan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 03 November ZOIZ

a"n. MENTERI AGAMA REPUBLIK TNDONE$IA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN I\IIENTERI AGAMA REPUBLIK INDONE$IA
NOMORl249rRnUrV eOrz
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDI RIAN/OPERASIONAL MADRASAH I BTIDAIYAH AL-HILALIYAH
PALEMBANG

IDENTITAS MADRASAH IBTIDAIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1 Nama Madrasah Al-Hilaliyah

2 Nomor Statistik Madrasah 11121671Q038

3 Alamat Madrasah Jalan :Jl. Ps. lng Kenayan Rt.09 R.r^ 03 No. 123

Desa/Kelurahan : Karang Anyar

Kecamatan : Gandus

Kabupatenl Kota : Palernbang

Provinsi :Sumateran Selatan

4 Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Alhijriyah

E Alde Notaris Qrganisasi
Penyelenggara

Etta Margareta, S.H., M.Kn., Nomor 587, Tanggai
24 Oktober 2016

6 Pengesahan Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

AHU-0042327.AH.01 .04.Tahun 201 6

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
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